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PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masih ingat kasus perkosaan terhadap seorang siswi SMP, dari Dusun Kasie Kasubun di
Bengkulu? Kasus ini menyita perhatian banyak orang pada pertengahan tahun 2016, dan banyak
mendapatkan sorotan dari media massa, termasuk juga ramai diperbincangkan di media sosial oleh
warganet. Kasus ini cukup menjadi sorotan, tidak saja karena korban akhirnya meregang nyawa,
melainkan juga karena perkosaan dilakukan oleh empat belas orang, beberapa diantara pelaku
perkosaan ini adalah anak-anak (Bbc, 2016). Jika pada kasus di atas, tindak kejahatan dilakukan
oleh beberapa anak, berbeda dengan kasus Hd, yang merupakan pelaku pembunuhan tunggal.

Mirisnya, tindak kejahatan Hd berlangsung saat Hd masih berumur 10 (sepuluh) tahun?.

Deskripsi kasus tersebut merupakan beberapa contoh kasus, di antara ribuan kasus yang
melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan (selanjutnya disebut sebagai ABH/anak berkonflik
dengan hukum)?. Hal ini diangkat karena merupakan kasus-kasus yang cukup ekstrem, jika
dibandingkan dengan kasus tindak pencurian atau kenakalan remaja lainnya. James & Jenks

(1996), kemudian

! Informasi terkait kasus Hd ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (DPP-PA), Provinsi Sumatera Selatan, 3 Juli 2018, di Kota Baturaja, Kabupaten Ogan
Komering Ulu (OKU). Saat itu Hd masih mendekam di LPKA Palembang.

2 Sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA).



memberikan istilah “outside traditional formulations of childhood”, untuk kasus-kasus kejahatan
ekstrem yang dilakukan oleh anak, seperti pembunuhan, penipuan kelas tinggi, dan bahkan

perkosaan?.

Munculnya kasus-kasus kejahatan yang melibatkan ABH, memang sangat mengejutkan.*
Padahal John Locke dalam Magee (2012), mengibaratkan anak sebagai “kertas kosong” (tabula
rasa). Kehidupan dan dunia anak masih dipenuhi dengan keinginan untuk bermain dan bersenda
gurau, belum banyak diwarnai dan tercoreng oleh kehidupan dunia®. Pendapat John Locke sejalan
dengan beberapa pendekatan lain dalam childhood studies, yaitu Pendekatan Psikologi
Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Kedua pendekatan ini memiliki perspektif dan
mendeskripsikan anak sebagai sosok yang polos, belum sepenuhnya rasional, belum banyak
terintervensi hal-hal yang negatif, serta belum memiliki banyak pengalaman dan kecakapan dalam
hidup (Kehily, 2009b). Secara spesifik, Pendekatan Psikologi Perkembangan melihat anak dan

masa anak-anak sebagai proses menuju dewasa. James & Prout (1997) dalam Walkerdine (2009)

8 Adapun, secara umum, jenis tindak kejahatan yang muncul semakin hari semakin beragam. Mulai dari pencurian,
perkelahian, penjambretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara
membunuh, dan lain-lain. Berbagai tindak kejahatan ini juga memiliki spesifikasi lagi, seperti pencurian atau
perampokan sepeda motor dengan kekerasan (begal motor), bahkan terdapat juga tindak kriminal atau penipuan yang
berbasis pada penggunaan gadget (IT) atau lebih dikenal dengan istilah cyber crime, serta tindak kejahatan yang
dilakukan oleh golongan kelas menengah atas yang disebut white-collar crime. Berbagai jenis tindak kekerasan ini
menurut Mustofa (2010) disebut dengan tipologi kejahatan.

4 Secara umum kejahatan dianggap meresahkan dan merusak tatanan kehidupan yang seharusnya harmonis dan stabil
(patologi sosial). Kondisi ini dalam istilah lain, menurut Shaw dan McKay dalam (Lilly et al., 2015), dikenal dengan
disorganisasi sosial, lingkungan dimana kontrol melemah dan tradisi kejahatan dan dunia kriminal bersaing dengan
institusi konvensional. Istilah-istilah lain yang juga muncul sebagai bentuk situasi sosial dimana masyarakat
bertingkah menurut keinginan mereka sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka merampas
hak-hak orang lain, dikenal pula dengan sebutan deviasi sosial, disintegrasi sosial dan juga diferensiasi sosial
(Kartono, 2017). Namun demikian, dalam konteks crime phenomenon kejahatan adalah kenyataan yang normal dan
diperlukan dalam masyarakat. Artinya kejahatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal atau patologis.
Pernyataan yang sering dikenal secara umum terkait hal ini bahwa “kriminalitas adalah normal, namun apabila
kejahatan ini telah meningkat hingga 300 persen maka hal ini menjadi tidak normal” (Koentjoro).

5> Adapun, dalam konteks lokalitas di Indonesia, terdapat pula istilah “masih bau kencur” untuk menunjukkan anak
dalam kondisi yang baru mengenal kehidupan, masih muda, masih dalam tahap belajar, dan juga belum banyak
pengalaman (Sugono, 2008).



(13

mengatakan bahwa dalam posisi ini anak dilihat sebagai “... ‘human becomings’ rather than
human beings...”. Sejalan dengan Pendekatan Psikologi Perkembangan tersebut, Teori Sosialisasi
juga menempatkan anak sebagai entitas yang belum sepenuhnya utuh karena belum mengetahui
peran serta arti dari berbagai peran yang ada dalam masyarakat. Teori ini menganggap anak
sebagai orang dewasa yang belum lengkap (MacKay, 1973: 27) dalam (Jenks, 2009). Pendekatan
Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi menggeneralisir anak dan masa anak-anak menjadi
sesuatu yang alami, universal dan homogen. Anak sebagai entitas yang belum dewasa dan masih
polos, dianggap sebagai kondisi universal yang terjadi pada seluruh anak di manapun mereka

berada. Perspektif ini cenderung mengabaikan adanya kemungkinan dan juga kondisi-kondisi

yang berbeda serta extraordinary di luar pandangan tersebut.

Di sisi lain, terdapat perspektif yang berseberangan dalam menyikapi fenomena anak
sebagai pelaku kejahatan. Berbeda dengan John Locke, Thomas Hobbes justru mengatakan,
“children are seen as evil”. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Nasrani “the
doctrine of Adamic original sin”. Oleh karena itu, masyarakat bertugas dan berperan penting untuk
melakukan pemurnian kepada anak, karena anak dianggap tidak kompeten atau belum mampu
untuk membangun serta mengkonstruksi kehidupannya sendiri (Nurhadi, 2015). Kemudian dalam
childhood studies, terdapat pula perspektif konstruksionis yang mengkonstruksi anak secara sosial,
kultural, tidak universal, serta heterogen. Artinya, perspektif ini berseberangan dengan Pendekatan
Psikologi Perkembangan dan Teori Sosialisasi. Perspektif konstruksionis melihat anak tumbuh dan
berkembang bersama proses sosial budaya dalam dialektikanya bersama ruang dan waktu di mana
anak tersebut tumbuh dan dibesarkan (Woodhead, 2009: 22). Hal ini kemudian mengkonstruksi
dinamika dan kehidupan anak-anak menjadi sangat berbeda (heterogen) antara satu dengan

lainnya. Kompleksitas dan keberagaman pada anak turut pula dipengaruhi oleh; aspek politik dan



kekuasaan, sejarah, lingkungan fisik (geografis, desa-kota), kondisi sosial kultural, faktor ekonomi
(kekayaan), jenis kelamin, etnisitas, pengetahuan, keyakinan, serta sejumlah aspek lainnya.
Melalui perspektif konstruksionis ini, gambaran anak dengan latar belakang kehidupan yang
beragam menjadi lebih terlihat. Artinya, anak bisa saja tumbuh, berfikir, bertindak serta bertingkah

laku, layaknya orang dewasa, termasuk juga muncul sebagai pelaku tindak kejahatan (ABH).

Deskripsi di atas, paling tidak menunjukkan adanya kontradiksi, di satu sisi, anak
diasumsikan sebagai jiwa yang polos, namun di sisi lain, muncul pula fenomena anak sebagai
pelaku kejahatan. Kontradiksi ini menarik perhatian peneliti untuk menelaah lebih lanjut fenomena
anak sebagai pelaku kejahatan. Adapun secara empiris, berdasarkan data KPAI (Komisi
Perlindungan Anak Indonesia) yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan SPPA Tahun 2019
yang dibuat oleh Kementrian PPPA, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak
pelaku/ABH, anak saksi dan anak korban) merupakan presentasi terbesar dalam penerimaan
pengaduan di KPALI. Dari data tersebut, kemudian difokuskan pada data ABH, yang menunjukkan
di tahun 2017-2019, tercatat sebanyak 1888 ABH (Djaya, 2020). Data ABH ini relatif fluktuatif,
bahkan saat ini memiliki kecenderungan menurun dari segi jumlah. Hal ini salah satunya
disebabkan karena adanya kebijakan diversi® dan restorative justice’. Kebijakan ini bermaksud
mengupayakan semaksimal mungkin agar ABH tidak mendapatkan hukuman penjara, namun tetap

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penjara adalah pilihan hukuman terakhir jika

6 Merujuk pada Pasal 1, Ayat 7, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),
diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

" Pasal 1, Ayat 6, Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan
restoratif atau restorative justice adalah penyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.



perdamaian dan mufakat sudah tidak dapat lagi diwujudkan antara pihak-pihak yang bertikai

(Sulaiman & Halidi, 2019).

Selain itu, secara empiris juga seringkali terdapat beberapa kasus ABH yang memang
cukup kontroversial dan dianggap sangat merugikan ABH. Studi Fathurokhman (2013) menelaah
dan mengambil dua buah kasus ABH yang cukup kontroversial di Indonesia, yaitu kasus Ra® dan
kasus AAL?, sebagai sebuah proses pembelajaran dalam penanganan ABH. Kasus Ra merupakan
salah satu kasus kontroversial, dan banyak mendapat perhatian publik pada masa itu. Ra terlibat
kasus perkelahian dengan teman sekolahnya, dimana saat kasus mencuat, Ra masih berumur 8
(delapan) tahun. Ra sempat ditahan bersama dengan napi dewasa, hingga pada akhirnya
dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Dengan viralnya kasus ini di media, kemudian
menjadi pijakan umur minimum bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
(tindakan kejahatan). Usia minimum bagi anak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya

akhirnya direvisi menjadi minimum pada usia 12 tahun.

Jika Ra terlibat dalam kasus penganiayaan, maka AAL didakwa dengan kasus pencurian
sandal, milik salah seorang anggota Brimob di Palu, Sulawesi Tenggara. Kasus itu bermula ketika
AAL dan temannya menemukan sepasang sandal di dekat rumah perwira polisi Brigjen Pratama
Ahmad Rusdi Harahap. Sederhananya, AAL mengambil sandal dan memasukkan sandal tersebut
ke dalam ke tasnya. Kemudian pada Bulan Mei 2011, Rusdi memanggil AAL dan menuduhnya
mencuri sandal. Rekan Rusdi, yang juga merupakan aparat turut menemani Rusdi dalam sebuah

mengintrogasi AAL, kemudian memukul AAL untuk membuat AAL mengaku.

8 Berdasarkan penelusuran pemberitaan media massa online terkait kasus Ra, kasus ini banyak diberitakan di awal
tahun 2006 (Februari — Maret).

% Berdasarkan penelusuran pemberitaan media massa online terkait kasus AAL, kasus ini banyak diberitakan di akhir
tahun 2011 (Desember) hingga awal tahun 2012 (Januari).



AAL tidak pernah ditahan, tetapi melewati serangkaian sidang pengadilan. Reaksi publik
untuk melakukan pembelaan terhadap AAL sangat keras. Meskipun AAL diyakini bersalah
mencuri sandal, publik merasa bahwa pengadilan pidana bukan solusi terbaik untuk kasus ini.
Publik beranggapan kejahatan mencuri sandal ini dianggap bukanlah kejahatan yang serius.
Selama persidangan, banyak orang, organisasi non-pemerintah, dan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI), mendukung AAL dan mengumpulkan ribuan pasang sandal sebagai simbol

persepsi ketidakadilan yang dirasakan.

Selain di Indonesia, studi terkait kasus dan tindak kejahatan yang dilakukan ABH memang
seringkali mendapat banyak sorotan publik, terutama di Inggris, sejalan dengan perkembangan
childhood studies (James & Jenks, 1996). Di Inggris, terdapat kasus pembunuhan seseorang laki-
laki yang bernama James Bulger, yang pelakunya adalah dua orang anak laki-laki, dimana saat itu
kedua pelaku masih berusia 10 (sepuluh) tahun. Kasus ini di blow up sedemikian rupa di media
massa, bahkan untuk sekedar menggambarkan fenomena kejahatan yang lain di tahun-tahun
berikutnya, media massa seringkali menjadikan kasus ini sebagai rujukan. Beberapa studi, antara
lain studi Dunbabin (2011), juga studi James & Jenks (1996), kemudian mengemuka untuk
mengkritisi framing negatif yang sering muncul dalam kasus ini dengan melabel pelaku
pembunuhan ini sebagai “child criminal”, “the torture boys”, “devil boys” dan beberapa label

negatif lainnya.

Sementara itu, studi ABH dan kejahatan di beberapa negara lainnya, tidak hanya menyorot
kasus yang kontroversial, tetapi juga banyak mengelaborasi keterlibatan ABH dalam sejumlah
kelompok yang dinamakan ‘gang’, yang kemudian mereproduksi beragam tindak kejahatan
lainnya, seperti drugs, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini terlihat dalam studi Fraser

(2015) di Glasgow, Inggris, studi Baird (2017) di Medellin, Kolombia, studi Krumer-Nevo dkk



(2016) di Israel, dan studi Chu dkk (2014) di Singapore, dengan fokus dan perspektif kajian yang
berbeda. Studi Fraser, Baird, serta Krumer-Nevo dkk, melihat keterlibatan ABH dan “gang” dalam
perspektif yang lebih kritis, sementara studi Chu dkk, melihat dalam perspektif positivis. Studi-
studi tersebut merasa perlu mengelaborasi keberadaan ABH yang terlibat dalam kelompok “gang”,
sebagai kritik atas industrialisasi yang berkembang di perkotaan, namun sekaligus juga
menyimpan pekerjaan rumah terkait keberadaan komunitas-komunitas terpinggirkan, yang
mengalami ekslusi sosial di sana. Sebagaimana yang dikemukan oleh Baird, lahirnya kelompok
“gang” di kalangan remaja ini, tidak disebabkan karena masyarakat yang anomi, melainkan karena

efek samping atas ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di perkotaan.

Berdasarkan beberapa asumsi teoritis dan empiris tersebut, peneliti menyimpulkan
sekaligus memposisikan diri bahwa urgensi dalam melakukan studi-studi dengan tema ABH
dimaksudkan sebagai kritik atas dominasi yang melingkupi dunia sosial dan kehidupan ABH.
Selain itu, studi-studi terkait efek jangka panjang pada kualitas hidup dan relasinya dengan
kejahatan pada anak remaja, menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan anak dalam tindak
kejahatan merupakan permasalahan sosial di banyak negara. Fenonema ini juga dianggap sebagai
salah satu permasalahan sosial yang harus ditanggulangi, sehingga menjadi penting untuk diteliti
(Ochoa & Roberts, 2021). Studi Roettger & Dennison (2018) bahkan menganggap jika budaya
kejahatan diturunkan antar generasi, maka hal tersebut dapat dinobatkan sebagai bencana sosial,
yang akan menghasilkan kerugian, menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat, memperburuk
risiko bagi populasi, termasuk kemungkinan untuk terjadinya lost generation. Karenanya,
fenomena ini dapat pula disamakan dengan bencana-bencana lainnya, yang juga memakan korban,
seperti badai katrina, serangan teroris, holocaust dan lain sebagainya. Di Amerika, mencari solusi

untuk mencegah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak bahkan menjadi agenda



nasional yang dianggap penting, dengan merumuskan program yang dapat memberikan efek
jangka panjang bagi kehidupan anak-anak di masa depan. Agenda nasional ini dirumuskan
mengingat data yang menunjukkan adanya peningkatan kasus terkait fenomena ini, seperti pada
kasus pembunuhan, penculikan, perampokan, penyerangan, dan juga pencurian kendaraan
bermotor (Yoshikawa, 1995). Hal ini sejalan dengan studi Vries & Hoeve (2018) di Belanda, yang
menganggap penting untuk berinvestasi dan merumuskan agenda strategis pencegahan bagi
munculnya anak sebagai pelaku kejahatan, untuk meminimalisir biaya besar yang nantinya akan

dihadapi di kemudian hari, jika banyak terdapat anak yang terlibat dalam kejahatan.

Peneliti sendiri menganggap penting untuk menemukenali, mengelaborasi serta melakukan
studi dengan tema ABH karena dua alasan. Pertama, anak merupakan salah satu komponen dalam
kehidupan bermasyarakat, akan tetapi jika dibandingkan orang dewasa, posisi ABH sebagai anak
adalah subordinat dan merupakan salah satu kelompok rentan', sehingga seringkali menjadi
sasaran empuk tindak kekerasan dan ketidakadilan (Ulya, 2016). Kedua, di Indonesia, kajian anak
secara umum?, dan khususnya ABH, dalam perspektif Sosiologi masih sangat terbatas (Djaya,
2020). Menurut Suyanto (2019) hal ini turut pula dipengaruhi oleh adanya anggapan bahwa
persoalan anak bukanlah persoalan yang penting dan serius, karena dianggap merupakan persoalan
domestik. Studi ini dilakukan untuk turut serta memperkaya dan melengkapi studi-studi tentang

anak, kejahatan dan perilaku menyimpang. Dengan demikian, telaah dan studi terkait fenomena

10 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak Pasal 59, ABH merupakan bagian dari
Anak Berhadapan dengan Hukum (baik itu sebagai korban, pelaku maupun saksi), merupakan bagian dari anak yang
membutuhkan perlindungan khusus.

11 Berbagai domain maupun jenis topik penelitian yang kerap kali diteliti menggunakan analisis sosiologis adalah isu-
isu mengenai; kesehatan anak, perkawinan anak, peran keluarga dan pengaruhnya terhadap perilaku anak, seksualitas
anak, hingga pendidikan atau sekolah anak (Djaya, 2020).



dan kehidupan ABH menjadi tidak terjebak pada studi deskriptif yang hanya menceritakan

bagaimana kehidupan dan pengalaman anak sebagai ABH saja.

Studi ini mengeksplorasi kehidupan dan pengalaman ABH, dimana hal ini merupakan
konteks untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses, cara berfikir dan juga cara bertindak
ABH, sebagai preferensi bagi terbentuknya habitus. Habitus ini mendasari tindakan seseorang,
yang terkait dengan pengalaman masa lalu, melalui pola asuh sejak kecil, dan juga hasil dialektika
dengan lingkungan sekitarnya. Habitus mengacu pada kumpulan kebiasaan watak yang tahan
lama, sifat, dan kebiasaan perilaku yang dibawa oleh semua individu dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian, habitus juga terkait dengan kepemilikan sumber daya (kapital) pada anak pelaku,
dalam arena kejahatan. Kepemilikan kapital ini mengacu pada bagaimana agen*? berjuang dan
berstrategi untuk mencapai kepentingannya di dalam arena (field of struggle). Arena merupakan
lingkungan atau ruang dimana kehidupan dan dunia ABH kemudian dielaborasi lebih lanjut.
Dialektika habitus, kapital dan arena inilah yang kemudian membentuk praktik (Swartz, 1997 :
141). Menurut Bourdieu (2000), ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait
sebagai elemen dari Teori Praktik. Teori ini menjadi alat berpikir dalam mempelajari cara dan
bagaimana tindakan sosial terjadi, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.
Konseptualisasi Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena, memberikan kekuatan kerangka
konseptual untuk memahami pengalaman hidup dari adanya kekuasaan dan juga ketidakberdayaan
(Fraser, 2013). Melalui kerangka berfikir ini pula, studi ini mengelaborasi dan membongkar
hirarki, dominasi kekuasaan, serta relasi-relasi terselubung, termasuk pula terhadap kemungkinan

adanya kekerasan simbolik, dimana hal ini diasumsikan selalu ada dalam masyarakat (Krisdianto,

12 Agen merupakan istilah atau cara Bourdieu dalam menyebutkan subjek, atau individu, atau manusia.



2014). Bagi Bourdieu, kekuasaan bukan merupakan domain terpisah untuk dipelajari tetapi

merupakan jantung dari semua kehidupan sosial (Swartz, 1997 : 6).

Hirarki, dominasi, dan relasi-relasi terselubung, yang seringkali berujung pada kekerasan
simbolik ini menjadi sangat relevan mengingat anak sendiri merupakan entitas yang dianggap
lemah dan berada dalam posisi subordinat. Sebaliknya orang tua atau orang-orang dewasalah yang
dianggap berada dalam posisi dominan, baik itu dari aspek pengalaman hidup, pengetahuan,
keterampilan, religiusitas dan lain-lain (Ulya, 2016). Studi Ulya menguraikan bagaimana anak
mengalami kekerasan simbolik dalam keluarga, pada relasi antara orang tua dan anak. Studi ini
sekaligus juga mengindikasikan bahwa dalam arena sosial di luar keluarga, sangat mungkin bagi
anak untuk mengalami kekerasan simbolik, termasuk juga pada ABH. Dalam relasi sosial yang
tidak imbang atau tidak setara, maka disitulah kekerasan simbolik menjelma. Berbeda dengan
kekerasan fisik yang manifest dan nyata, kekerasan simbolik adalah bentuk kekerasan yang tak
kasat mata. Korbannya merupakan kaum lemah, termasuk anak, yang seringkali tidak menyadari
sebagai korban, karena menganggap praktik dominasi yang terjadi adalah sesuatu yang wajar,
berjalan sebagaimana mestinya atau alamiah. Sementara pelaku tindak kekerasan simbolik ini

adalah orang-orang terdekat dengan korban.

1.2. Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa ABH memang merupakan fenomena yang ada di tengah
kehidupan masyarakat. Artinya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga
bisa dilakukan oleh anak-anak. Sejalan dengan deskripsi yang tertuang pada latar belakang

penelitian ini, fenomena ABH inilah yang dielaborasi lebih lanjut dalam penelitian ini, melalui



kerangka berfikir Teori Praktik. Rumusan masalah yang digali dalam penelitian ini adalah
bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan oleh ABH. Praktik ini mengacu pada “apa
yang dilakukan agen”, atau bagaimana mereka bertindak. Bagi Bourdieu, praktik merupakan
produk dari relasi antara habitus, kapital dan arena. Mengingat anak, khususnya anak berkonflik
dengan hukum, berada dalam posisi yang subordinat, dan rentan mengalami dominasi, maka studi
ini juga mengelaborasi konsep Bourdieu terkait kekerasan simbolik. Adapun, rumusan masalah ini

kemudian dijabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH ?

2. Bagaimana kekerasan simbolik yang dialami oleh ABH dalam arena kejahatan ?

1.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
mengelaborasi: 1). Praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH, dan 2). Kekerasan simbolik

yang dialami oleh ABH dalam arena kejahatan.

Secarateoritik, penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya dan mengembangkan kajian
Sosiologi terkait anak dan kejahatan dalam perspektif Bourdieu. Secara praktis, penelitian ini dapat
menjadi masukan dan referensi, serta memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya
yang, akan, dan telah berkecimpung pada bidang perlindungan anak, dalam mengambil sikap,
tindakan termasuk mengeluarkan kebijakan terkait isu anak secara umum, dan juga anak yang
berkonflik dengan hukum secara khusus (Alvarez dkk, 2016). Beberapa pihak terkait ini antara
lain: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan

(Bapas), LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Pekerja Sosial (Peksos) Anak, panti-panti



rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas yang membidangi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga terkait lainnya.

1.4. Lingkup Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA), Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri dari Anak Saksi, Anak Korban dan Anak
Pelaku (Anak Berkonflik dengan Hukum/ABH). Peneliti membatasi studi ini hanya pada anak
berkonflik dengan hukum (anak pelaku) saja. Justifikasi teoritis, empiris, dan sejumlah kontradiksi
terkait alasan peneliti untuk menfokuskan penelitian ini hanya pada fenomena anak berkonflik
dengan hukum telah dibahas dalam latar belakang, sebelum merumuskan permasalahan dalam
penelitian ini. Selain itu, keberadaan ABH yang ditempatkan di LPKA dan di sejumlah Lapas
lainnya di Sumatera Selatan, dapat menjamin serta mempermudah, penelitian ini untuk terus

berlanjut, dibandingkan jika harus mencari anak saksi ataupun anak korban kejahatan.

Anak sebagai pelaku kejahatan dikenal dengan istilah Anak Berkonflik dengan Hukum
(ABH). Istilah ini diambil dari Undang-Undang Nomor 11, Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ABH didefinisikan sebagai anak
yang telah berumur 12 Tahun®3, tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak
pidana. Anak-anak ini dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya,
jika terbukti bersalah. Proses hukum yang harus dijalani antara lain: penyidikan, penuntutan,

pemeriksaan, sidang pengadilan, hingga kemudian proses menjalani hukuman (penjara, dan lain

13 Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dapat diproses secara
hukum saat berusia 8 (delapan) tahun.



sebagainya). Dalam Undang-Undang SPPA, konsep anak berkonflik dengan hukum digunakan
secara tegas untuk menggantikan istilah “anak nakal”, sebagaimana disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggunaan istilah “anak nakal” dalam

Undang-Undang tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi anak (Wuryaningsih, 2017).

Istilah anak berkonflik dengan hukum merupakan terjemahan dari children in conflict with
the law. Istilah ini diadopsi dari Konvensi Hak Anak (KHA)* oleh United Nation Children
Fund/UNICEF (2006). Sedangkan, secara umum, definisi anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak ini merujuk pada
Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Terdapat banyak definisi tentang
konsep anak, menurut peraturan dan perspektif yang ada di Indonesia maupun di dunia
internasional. Namun yang digunakan dalam kajian ini adalah definisi anak menurut Undang-
undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, karena definisi ini relevan dengan definisi
yang digunakan pada konsep Anak berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya terkait dengan
batasan umur anak. Juga relevan dengan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia yang
akhir tahun 2019 ini telah disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang
mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak. Penggunaan konsep ABH agar
relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia. Akan tetapi,
studi ini bukan penelitian dalam ranah hukum, yang melihat proses-proses hukum yang dialami
anak, melainkan mempertanyakan mengapa dan bagaimana anak dapat terlibat dalam tindak

kejahatan. Studi ini juga bukan dalam ranah psikologi, tetapi melihat proses-proses sosial yang

14 Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
hak-hak anak. KHA bersifat mengikat negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasinya. Indonesia
meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1990, tertanggal 25 Agustus 1990.



terjadi pada ABH dalam dialektikanya dengan habitus, kapital, dan arena, serta kekerasan simbolik
dalam perspektif Bourdieu.

Kajian ini mengelaborasi kehidupan ABH sebelum menjalani hukuman di LPKA dan di
salah satu Lapas di Sumsel, yaitu: Lapas Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Elaborasi dilakukan terkait bagaimana praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH hingga
akhirnya harus menjadi “pesakitan” seperti saat ini. Jadi tidak terfokus pada elaborasi kehidupan
ABH dengan habitus barunya, setelah saat ini berada di LPKA dan di Lapas Kayuagung.

ABH sebagai subjek dalam penelitian ini, dipilih berdasarkan kategori latar belakang dan
jenis kejahatan yang beragam. Hal ini lebih dimungkinkan jika ABH yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah laki-laki. Oleh karena itu, ABH yang berpartisipasi dalam penelitian ini
semuanya adalah laki-laki. Secara kuantitas, ABH laki-laki memang lebih dominan dibandingkan
ABH perempuan. Berdasarkan data dari Lapas Wanita Palembang, Tahun 2019, hanya terdapat 4
(empat) orang ABH perempuan yang ditempatkan di Lapas Wanita Pakjo, Palembang. Hal ini juga
dibenarkan dengan hasil wawancara pada petugas LPKA Bapak Fd, yang juga mengatakan bahwa
keberadaan ABH perempuan “bisa dihitung dengan jari” atau sangat sedikit, (\WWawancara dengan
bapak Fd, 28 April 2017). Sebagai perbandingan, keberadaan ABH laki-laki paling tidak terlihat
pada rata-rata ABH yang menghuni LPKA di tahun 2020, yang mencapai 171 anak (Lihat Grafik

4.1).

1.5. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik, beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang
terkait dengan tema : Tindak Kejahatan dan ABH dalam Perspektif Teori Praktik. Namun, sebelum

membahas telaah terhadap hasil studi tersebut, terlebih dahulu dielaborasi: 1). Konsep dan Tema



Terkait Studi Anak dan Kejahatan, 2). Latar Belakang Tindak Kejahatan, 3). Studi Tentang
Kehidupan ABH. Melalui pembahasan ketiga aspek ini, peneliti ingin menjelaskan bahwa di luar
perspektif Teori Praktik, studi tentang ABH sudah sangat banyak dilakukan, dan dikaitkan dengan
tema yang beragam pula. Studi ABH juga banyak dikaji dengan perspektif positivistik, seiring

dengan perkembangan teori-teori awal tentang kejahatan yang masih deterministik.

1.5.1. Konsep dan Tema Terkait Studi Anak dan Kejahatan

Studi terkait ABH dalam pandangan masyarakat awam seolah hanya menjurus pada
pendekatan dan perspektif hukum saja. Kajian spesifik tentang ABH yang ada, hampir sebagian
besar menyoroti proses-proses yang berlangsung di lembaga peradilan, lembaga pemasyarakatan
atau lembaga rehabilitasi ABH, melalui kajian yuridis formal dan evaluasi kebijakan
(Wuryaningsih, 2017). Padahal pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait mengapa dan bagaimana
anak terlibat dalam tindak kejahatan sangatlah sosiologis. Namun, saat ini, studi terkait ABH, atau
anak sebagai pelaku tindak kejahatan, tidak hanya menjadi kajian dalam perspektif Hukum dan
Sosiologi saja, melainkan juga dibahas dalam psikologi, kriminologi, pendidikan, kajian
perkotaan, lingkungan, kesehatan dan juga kebijakan. Artinya, tema atau isu ABH ini, menjadi

tema atau isu kajian yang lintas disipliner.

Tidak semua studi pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan menggunakan istilah atau
konsep Anak Berkonflik dengan Hukum/ABH (Children in Conflict with Law), seperti yang
digunakan dalam penelitian ini. Sebutan lain yang juga digunakan sebagai persamaan dari istilah
atau konsep ABH ini adalah; juvenile offenders, adolesecent, anak sebagai pelaku kriminal, anak

pelaku kejahatan dan lain-lain.



Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan bagian dari kenakalan remaja (juvenile
delinquency). Konsep dan fenomena tentang kenakalan remaja di Indonesia salah satunya banyak
terlihat dalam beberapa tulisan Kartono (2017). Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja,
menurut Kartono (2017) merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan
remaja yang salah satunya disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga anak-anak dan
remaja ini mengembangkan bentuk tingkah laku yang dalam kaca mata umum dianggap
menyimpang. Kartono mengasumsikan bahwa juvenile delinquency ini sebagai bentuk perilaku
jahat. Selain itu, juvenile delinquency juga telah menjadi masalah sosial yang serius yang sampai
saat ini masih dihadapi oleh masyarakat, disamping masalah-masalah pembangunan dan masalah

kesejahteraan lainnya (Calopareanu dkk, 2012).

Menurut Kartono (2017), juvenile sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu juvenilis, artinya:
anak-anak, anak muda, remaja, ciri karakteristik pada masa muda, atau sifat-sifat khas pada
periode remaja. Sementara delinquent berasal dari kata Latin delinquere yang berarti: terabaikan,
mengabaikan, yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi jahat, a-sosial, kriminal,
pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila
dan lain-lain. Delinquency ini pada akhirnya berkonotasi pada sesuatu yang bersifat negatif,
sesuatu yang juga dikonotasikan dengan serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang
dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun. Dengan demikian, perilaku anak-anak
dan atau remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap
norma-norma sosial yang berlaku. Mayoritas pelaku juvenile delinquency berusia di bawah 21
tahun. Menurut Kartono (2017), angka tertinggi tindak kejahatan terlihat pada usia 15-19 tahun.
Kemudian setelah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok

delinkuen jadi menurun.



Kenakalan atau kejahatan remaja disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau
penyakit sosial. Penyakit masyarakat atau penyakit sosial disebut sebagai segala bentuk tingkah
laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal,
atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Iimu tentang hal ini dikenal dengan
patologi sosial (Kartono, 2017). Kajian yang dibahas terkait ini antara lain gejala-gejala sosial
yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.
Disebut penyakit masyarakat karena gejala sosial yang muncul ibarat penyakit yang menggerogoti
dan mengganggu stabilitas dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, mengganggu fungsi struktur
sosial yang telah ada (Kartono, 2017). Sering dijumpai beberapa kasus juvenile delinquency yang
kemudian sangat meresahkan, mengkhawatirkan serta membuat orang tua (dewasa) atau
masyarakat pada umumnya menjadi miris. Misalnya, merebaknya kasus tawuran antar pelajar,
munculnya komunitas anak punk, genk motor dan begal motor, penyalahgunaan narkotika dan

obat-obatan terlarang pada remaja, termasuk bermunculannya kasus-kasus bullying di sekolah.

Adapun kajian terkait anak berkonflik dengan hukum, tidak hanya menyorot tema ini
dalam konteks yang umum saja, melainkan sangat beragam. Beberapa tema yang diusung dalam
penelitian terkait ABH antara lain penyalahgunaan narkoba/drugs, terlibat dalam gang/gangster,
perjudian, perkelahian remaja, kekerasan dengan menggunakan senjata, kenakalan remaja di
sekolah, serta berbagai tema lainnya. Tema-tema kajian tersebut, juga dikaitkan dengan beberapa
aspek seperti faktor sosial budaya, ras dan etnisitas, pengaruh teman sebaya, lingkungan tetangga,
pola pengasuhan dan karakteristik keluarga, konflik dalam kelompok, kebijakan dan penanganan
dari berbagai lembaga, pendidikan, hukuman yang diterapkan, perbedaan perilaku gender pelaku

kriminal antara laki-laki dan perempuan, sampai kepada ekslusi sosial.



Tema penelitian tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang (drugs) pada remaja, salah
satunya terlihat pada kajian Krumer-Nevo dkk (2016). Kasus drugs ini terutama muncul pada
anak-anak yang mengalami putus sekolah (drop out). Putus sekolah menyebabkan anak-anak ini
mengalami ekslusi sosial, sehingga makin menjerumuskan mereka ke dalam dunia kejahatan.
Keterlibatan anak-anak dalam kejahatan, tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan juga
berkelompok melalui gang/gangster. Kajian ini menunjukkan bahwa anak-anak dalam strata
ekonomi bawah di Israel, ingin menunjukkan eksistensi mereka melalui kehidupan atau dunia
gang/gangster, berkenalan dengan kekerasan, kejahatan, alkohol dan narkoba. Disini pula mereka
terlibat dalam perdagangan narkoba guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak
muda ini menggambarkan diri mereka dengan sadar bahwa mereka “not seeing with the eyes”
untuk menunjukkan bahwa mereka memang telah secara sengaja, terang-terangan, terbuka,
mengabaikan dan mencemooh norma-norma sosial yang berlaku di sana. Kajian ini sejalan dengan
yang dilakukan Chu dkk (2014), yang juga memperlihatkan anak muda yang berafiliasi dengan
geng bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran serius dan kekerasan dan kejahatan di
Singapore. Sementara Cheung (2016) meneliti kejahatan oleh remaja pada tema perjudian. Cheung
(2016) menggunakan teori dari Gottfredson and Hirschi (1990) yaitu teori kontrol diri (self-control
theory) dalam perspektif Chicago School. Penelitian Cheung (2016) menekankan pada kontrol diri
yang lemah tidak saja menyebabkan remaja mudah ter-adiksi dengan tindakan perjudian, tetapi
juga terlibat dalam tindakan lain yang disebut dengan ‘kesenangan yang tidak dianggap sebagai
kriminal”, seperti merokok, minum, menggunakan narkoba, memiliki anak di luar nikah, dan
terlibat dalam seks terlarang. Selain Cheung (2016), penelitian McGee dkk (2017) di Amerika
menggunakan metode kuantitatif dalam melihat tema perkelahian remaja serta penggunaan senjata

api. Di sisi lain, penelitian Ismail & Rahman (2012) lebih menekankan akan pentingnya



spiritualitas manusia, peran agama dan iman dalam melakukan berbagai macam pencegahan

kenakalan remaja, khususnya terkait dengan kekerasan yang dilakukan remaja di sekolah.

1.5.2. Latar Belakang Tindak Kejahatan

Terkait perkembangan perspektif latar belakang tindak kejahatan, secara garis besar, aspek
ini terbagi dan direduksi menjadi tiga perspektif utama, yaitu perspektif biologis, psikologis dan
sosiologis (Mustofa, 2010). Meskipun kategorisasi ini tidak kaku, karena perkembangan perspektif
psikologis dan sosiologis juga seringkali saling silang satu dengan yang lain. Selain itu, dalam
perspektif Sosiologis juga banyak bermunculan teori atau pendekatan baru sebagai kritik terhadap

pendekatan yang sudah ada.

Dalam perspektif biologis, munculnya kejahatan disebabkan karena faktor keturunan
(biologis), bahwa aspek-aspek fisik dan biologis ketubuhan manusialah yang merupakan penyebab
kejahatan, seperti ciri-ciri fisik atau pembawaan lahir seseorang. Salah satu pengusung perspektif
ini yang sangat terkenal yaitu Cesare Lombroso (1987), seorang dokter dari Italia (Mustofa, 2010).
Pemikiran Lombroso pada masa itu cukup kontroversial dan menuai banyak kritikan. Namun

demikian, Lombroso tetap diakui sebagai pelopor dalam teori-teori kejahatan.

Lombroso sangat meyakini bahwa pelaku kejahatan memang dilahirkan sebagai penjahat
(born criminal), dimana secara kasat mata ciri-ciri fisik orang tersebut berbeda dengan orang
kebanyakan yang bukan penjahat. Menurut Lombroso para penjahat ini adalah makhluk hidup
yang rendah, seperti seekor monyet, primitif serta tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan
modern. Kajian Lombroso ini dilakukan dengan mengambil sampel pembedahan mayat manusia
yang merupakan narapidana di penjara. Hasil penelitiannya berjudul “L’Uomo Delinquente”

(Orang Jahat). Lombroso dalam Mustofa (2010) menyimpulkan, para penjahat ini mempunyai



tengkorak kepala yang tidak simetris, dagu yang panjang, cacat mata, ukuran telinga yang terlalu
lebar, tulang pipi menonjol, langit-langit mulut tidak normal, dahi tertarik ke belakang, janggut
jarang, rambut seperti bulu, lengan panjang, gigi geligi tidak normal, hidung bengkok, bibir

bengkak dan berdaging, dan alat kelaminnya terbalik.

Banyak kritik terkait perspektif biologis sebagai faktor dominan munculnya pelaku
kejahatan, karena memang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan budaya dan
kepribadian (psikologis). Kritik lainnya muncul seiring dengan berkembanganya antropologi
budaya yang mulai mengkritik pandangan bahwa manusia berkembang secara seragam, linear dan
evolusioner. Dengan semakin berkembangnya perspektif psikologis dan perspektif sosiologis
(sosial budaya), menyebabkan perspektif biologis akhirnya mulai ditinggalkan. Kedua pendekatan
ini banyak menekankan pada faktor interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya

dengan perilaku kejahatan.

Sementara itu, perspektif psikologis mengasumsikan bahwa kejahatan muncul dari
individu-individu yang sakit secara psikologis (Siahaan, 2010). Secara umum, perspektif ini lebih
dapat menjelaskan secara kentara (tampak) mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya
tindak kejahatan pada anak, khususnya faktor internal (Djaya, 2020). Perspektif ini
memperlihatkan bahwa kejahatan lebih disebabkan karena adanya faktor-faktor kejiwaan,
penyakit-penyakit kejiwaan, kepribadian yang belum tuntas, kecacatan dan keterbelakangan
mental, rendahnya tingkat intelegensi, pergulatan atau konflik batin, ketidakmampuan
mengendalikan diri dan mengendalikan peran, kurang kasih sayang dan perhatian keluarga dan
lain-lain (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014). Kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja
relevan dengan tahapan psikologi perkembangan. Anak remaja berada dalam masa transisi dari,

anak-anak menuju dewasa, sehingga masih labil, belum menemukan jati diri, memiliki rasa ingin



tahu yang tinggi, sulit dikendalikan, serta sulit menyesuaikan diri. Sejumlah aspek ini pada
akhirnya berujung pada munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, termasuk

melakukan tindak kejahatan (Djaya, 2020).

Di sisi lain, perspektif sosiologis mengemukakan bahwa penyebab munculnya kejahatan
adalah aspek-aspek sosial dengan segala kompleksitasnya. Perspektif sosiologis muncul sekaligus
menolak individualisme dan segenap aspek internal di dalamnya, yang dianggap menjadi dasar
penyebab tindakan kejahatan seperti dalam perspektif biologis dan psikologis. Perspektif
sosiologis melihat kejahatan seperti perilaku lainnya, sebagai produk sosial, sehingga kunci untuk
membuka misteri kejahatan adalah dengan memahami akar sosialnya. Perspektif ini banyak
melahirkan berbagai teori yang memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya kejahatan dalam
konteks sosial. Salah satu teori yang paling populer dari perspektif sosiologis ini adalah teori
Differential Association dari Edwin Sutherland, yang mengatakan bahwa internalisasi nilai dan
proses belajar tentang kejahatan adalah aspek penting yang mendorong orang melakukan kejahatan
(Sutherland & Cressey, 1960). Konsep Sutherland ini cukup sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh Kartono (2017). Menurut Kartono (2017) bahwa karir kejahatan anak-anak dipupuk oleh
lingkungan sekitar yang buruk dan jahat. Pergaulan dengan anak-anak muda lainnya yang
menyimpang dan terlibat kejahatan adalah konsep kunci untuk memahami sebab musabab
terjadinya kejahatan dan kenakalan remaja. Semakin lama bergaul dan semakin intensif relasinya
dengan anak-anak lain yang ‘nakal’, maka akan semakin lama pula berlangsungnya proses

pembelajaran si anak menjadi ‘nakal’.

Adapun aspek-aspek yang melatarbelakangi munculnya ABH cukup banyak. Akan tetapi,
secara umum aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu: aspek yang berasal dari internal (diri ABH),

dan aspek yang berasal dari luar diri ABH, seperti : latar belakang keluarga, pendidikan,



lingkungan sosial dan budaya, peer group (teman sepermainan), dan lain sebagainya. Aspek
internal terkait dengan konsep pengendalian diri ABH. Teori kontrol diri mengatakan, latar
belakang anak menjadi pelaku kejahatan, disebabkan karena lemahnya kontrol diri atau
ketidakmampuan ABH menahan diri untuk tidak melakukan atau terlibat dengan tindak kejahatan.
Jadi, anak dengan kemampuan mengendalikan diri yang lemah, akan dengan mudah terpengaruh
dan terlibat dengan aktivitas kejahatan. Beberapa penggagas teori ini adalah Reiss (1951), dan
Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1990) dalam (Lilly, Cullen, & Ball, 2015). Hanya saja,
aspek internal ini tidak berdiri sendiri. Aspek ini, sangat kuat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di
luar diri anak. Kontrol diri yang lemah pada ABH dipengaruhi oleh pola pengasuhan, internalisasi
nilai dan kejadian-kejadian yang muncul selama proses tumbuh kembang anak, yang berasal dari
keluarga, sekolah, lingkungan sosial dan budaya, latar belakang ekonomi, termasuk juga teman

sepermainan.

Dari sisi latar belakang ekonomi, studi Fraser (2013, 2015) memperlihatkan bagaimana
habitus kejahatan dapat muncul dari pengalaman kemiskinan dan marginalisasi dalam konteks
tertentu. Studi etnografi ini dilakukan pada pemuda di pinggiran Glasgow pasca-industri yang
berpartisipasi dalam kekerasan 'geng’.

Pengaruh di luar diri ABH lainnya adalah keluarga. Banyak studi yang menampilkan
bagaimana kondisi dan situasi keluarga menjadi faktor pendorong sekaligus penarik yang kuat
bagi munculnya ABH. Bagaimanapun, tradisi, filosofi hidup, bagaimana bersikap dan berperan,
kebiasaan sehari-hari dalam keluarga menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku anak.
Sebuah studi yang menunjukkan munculnya ABH, akibat ketidakhadiran keluarga (secara utuh,
maupun tidak, misalnya ayah atau ibu saja yang tidak ada), dilakukan oleh Mullens (2004). Kajian

ini dilakukan secara kuantitatif, dengan melihat variabel eksistensi orang tua terhadap



kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh remaja laki-laki, dalam kurun waktu 1996 dan 2004.
Studi Mullens (2004) juga menunjukkan tindak kejahatan pada anak akan lebih tinggi lagi, pada
keluarga yang hanya diasuh oleh ayah saja (tidak ada atau tanpa kehadiran peran ibu). Sementara
Chng dkk (2016) secara spesifik menunjukkan bagaimana karakteristik keluarga dalam kaitannya
menghasilkan anak-anak pelaku tindak kejahatan. Menurut Chng dkk (2016) keluarga yang utuh
dan berfungsi dengan baik, memiliki risiko lebih rendah dalam menghasilkan anak pelaku
kejahatan. Sebaliknya keluarga yang memiliki kecenderungan kriminalitas dan berkonflik akan
sangat mudah menghasilkan anak yang terbiasa dengan obat-obatan terlarang dan alkohol.
Keluarga dengan pola asuh dan manajemen yang buruk juga berdampak besar bagi anak-anak
untuk tumbuh dengan kriminal.

Selain keluarga, Walters (2016) coba menunjukkan aspek lain yang dapat mempengaruhi
anak menjadi pelaku kriminal di luar keluarga yaitu konteks lingkungan sosial (pertetanggaan/
neighborhood) juga teman sepermainan (peer group). Lingkungan yang salah dan lemahnya
kontrol sosial menyebabkan anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang dan
melakukan kejahatan.

Sementara, studi Donges (2015) memperlihatkan kehidupan ABH dengan latar belakang
pendidikannya. Sebagian besar ABH memang tidak cukup baik dalam bidang akademis, sering
mendapatkan label negatif dari teman, dan sejumlah pengalaman buruk lainnya dalam bidang
pendidikan. Kajian Cohen (1955 : 121) dalam (Lilly dkk, 2015), juga memperlihatkan aspek
lingkungan sekolah (pendidikan) yang lebih fokus pada kemampuan akademik, dimana hal ini
cenderung tidak dapat diikuti oleh semua anak, terutama anak dari kalangan ekonomi lemah.
Karenanya menurut Albert K. Cohen, pemuda kelas bawah terpinggirkan dalam upaya mereka

untuk sukses dan mencapai status di dalam masyarakat secara umum, karena ketidakmampuan



mereka bersaing dengan prestasi akademik. Sekolah menganut nilai-nilai kelas menengah, yang
menuntut kemampuan berbahasa ilmiah, membaca, menulis ilmiah, serta keterampilan akademik
lainnya, yang biasa dimiliki kelas menengah. Anak-anak miskin kekurangan sosialisasi awal dan
kekurangan sumber daya untuk bersaing dengan rekannya dari keluarga yang lebih kaya. Tidak
memiliki akses untuk mengikuti sejumlah kursus ataupun les untuk meningkatkan dan
memperbaiki kemampuan diri, termasuk juga kekurangan asupan gizi sejak kecil, sehingga turut
pula mempengaruhi kemampuan kognitif. Konsekuensinya, mereka “tertolak statusnya di
masyarakat yang terhormat karena mereka tidak bisa memenuhi kriteria status terhormat ini”.
Cohen juga mengatakan, sebagai pengganti standar kelas menengah, anak-anak ini menggunakan
nilai-nilai yang bertentangan dengan masyarakat pada umumnya. Jika masyarakat secara umum
memuja ambisi, tanggung jawab, rasionalitas, keramahan, kontrol diri yang baik, dan menghormati
otoritas, maka para anak muda ini, menggantikannya dengan perilaku-perilaku yang melanggar
prinsip-prinsip tersebut, termasuk dengan melakukan tindak kejahatan, yang terkadang mereka

anggap sebagai prestasi, sekaligus “sensasi”.

1.5.3. Studi Tentang Kehidupan ABH

Dengan mendeskripsikan latar belakang kehidupan ABH, menelaah tindak kejahatan yang
dilakukan ABH, dan juga menganalisis bagaimana ABH merefleksikan pengalaman dan
kehidupannya, menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada studi tentang kehidupan ABH.
Salah satu studi tentang kehidupan ABH dilakukan oleh Rashid (2012). Studi Rashid (2012)
dilakukan melalui pendekatan fenomenologi, dengan melakukan investigasi, eksplorasi,
interpretasi dan menganalisis makna serta pengalaman anak-anak ini ketika mengalami penyiksaan
dan pemenjaraan, di wilayah Kashmir (wilayah konflik India dan Pakistan). Penelitian ini

dilakukan karena menurut peneliti aspek ini dianggap masih jarang dikaji. Peneliti bertindak sangat



hati-hati, dalam melihat bagaimana kehidupan dan pemaknaan terhadap anak-anak yang
mengalami penyiksaan dan pemenjaraan, karena isu ini dianggap cukup sensitif. Wawancara
dilakukan di dalam dan di luar penjara. Wawancara di dalam penjara dilakukan melalui akses
kunjungan bersama anggota keluarga si anak. Sementara di luar penjara melalui wawancara
dengan para anggota keluarga.

Menurut pengamatan Rashid (2012), para ABH ini menjalani hukuman dengan tidak
manusiawi, mengalami penyiksaan, pemenjaraan, kekerasan bertubi-tubi, pelecehan seksual, dan
sejumlah penyiksaan lainnya yang dianggap tidak lazim diberikan untuk ukuran anak-anak.
Hukuman bagi anak-anak ini sama dengan hukuman yang diterima orang-orang dewasa pada
umumnya. Hasil kajian juga menunjukkan tidak ada pengadilan khusus anak-anak di wilayah
tersebut, juga terdapat sejumlah pelanggaran hak anak lainnya. Padahal beberapa dari ABH yang
terlibat dengan aktivitas ini, melakukan tindakan tersebut karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan,
iseng, dan diajak oleh beberapa orang dewasa di sekitarnya. Beberapa anak, menjelaskan
keterlibatannya lebih karena ingin merasa keren dan macho jika harus mengangkat senjata,
memegang granat dan alat-alat militer lainnya. Anak-anak ini tidak menyangka, keterlibatan

mereka dalam dunia militer ini akhinya menjebloskan mereka ke penjara.

Penelitian Rashid (2012) memang lebih banyak menceritakan pengalaman-pengalaman
kekerasan dan traumatis selama anak mengalami penyiksaan dan pemenjaraan, dengan sedikit
menyinggung minimnya peran negara dalam konteks ini. Hal-hal tersebut berakibat pada
kesehatan sosial, ekonomi, psikologis, dan fisik anak-anak. Anak mengalami traumatis dan
bermasalah dengan kesehatan mental. Anak-anak dan keluarga mengalami kehilangan status

sosial, kesulitan ekonomi, akses terhadap pekerjaan dan sekolah juga terhambat.



Studi tentang kehidupan ABH lainnya dilakukan oleh Boakye (2012). Penelitian Boakye
(2012) melihat dan menjelajahi keadaan anak yang terlibat dalam kenakalan remaja, sekaligus
menggali makna dari perilaku kejahatan yang mereka lakukan. Menurut Boakye, selama ini
penelitian terkait hal tersebut sudah banyak dilakukan, hanya saja lebih banyak diteliti pada
masyarakat Barat, dan memang lebih banyak dikaji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Oleh karena itu, menurut Boakye (2012) menjadi penting untuk mengetahui apakah temuan serupa
dapat dipertahankan dalam budaya di luar masyarakat Barat (Ghana), dengan pendekatan kualitatif
agar mendapatkan nuansa yang berbeda.

Penelitian Boakye (2012) menggali data pada 6 (enam) orang informan. Dari ke-enam
orang tersebut diketahui tergali enam tema utama yang membuat para informan terlibat dalam
kejahatan, yaitu: 1). Religiusitas, moralitas dan kepercayaan bahwa Tuhan (Allah), akan
memahami dan menerima tindakan kejahatan yang mereka lakukan, dengan alasan untuk bertahan
dari kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 2). Peer group yang kemudian
mengajari mereka untuk melakukan tindak kejahatan dimulai dari hal-hal kecil, misalnya: mencuri.
3). Dari peer group ABH kemudian belajar mengkonsumsi narkoba, yang salah satu fungsinya
adalah untuk memberikan ketenangan batin kepada mereka. 4). Fungi keluarga inti yang tidak
maksimal serta tidak memadainya dukungan keluarga luas, 5). Apatis di sekolah, karena tidak
mampu berkompetisi bersama anak-anak lainnya. Sering mendapatkan hukuman di sekolah,
membuat ABH memutuskan keluar dari sekolah dan berkeliaran di jalan, hingga melakukan tindak
kejahatan. 6). Pemberian label negatif dari lingkungan tetangga. Kondisi-kondisi tersebut
dimaknai oleh ABH sebagai hal yang menyebabkan kejahatan adalah satu-satunya pilihan yang
dapat mereka lakukan. Melakukan tindak kejahatan adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk

bisa bertahan.



Di sisi lain studi terkait kehidupan dan kasus ABH di Indonesia, salah satunya dilakukan
oleh Fathurokhman (2013). Studi Fathurokhman (2013) menelaah dan mengambil dua buah kasus
ABH yang cukup kontroversial di Indonesia, yaitu kasus Ra dan kasus AAL. Penelitian ini sangat
menyayangkan proses hukum pada kedua kasus ABH tersebut. Apalagi kedua kasus tersebut
dianggap kasus yang “ringan” (sepele). Menurut Fathurokhman (2013) seharusnya kasus ini bisa
diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat (restorative justice — keadilan restoratif),
mengingat penyelesaian perkara anak melalui mekanisme pengadilan akan menimbulkan trauma
dan berimplikasi negatif pada masa depan anak tersebut. Dalam Pasal 1, Ayat 6, Undang-undang
Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan keadilan restoratif atau
restorative justice adalah penyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
Kedua kasus yang dibahas dalam studi ini juga menunjukkan bahwa tidak semua kasus-kasus ABH
merupakan kasus “murni” kejahatan, yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah “a
crime is a crime”, tanpa embel-embel lain di balik pelanggaran hukum yang dilakukan ABH

tersebut.

Fathurokhman (2013) berargumen bahwa musyawarah mufakat merupakan mekanisme
penyelesaian konflik pada masyarakat Indonesia yang telah dipraktekkan sejak dulu, sebelum
datangnya hukum-hukum positif yang diadopsi dari penjajah Belanda. Adapun upaya restorative
justice pada penyelesaian perkara kasus ABH, saat ini tertuang dalam Undang-Undang SPPA yang
memang mengindikasikan bahwa penjara adalah alternatif hukuman terakhir yang harus diberikan

kepada ABH.



Jika studi Fathurokhman (2013) mendukung penerapan restorative justice, berbeda dengan
studi Wuryaningsih (2017) yang justru mengkritik penerapan restorative justice. Wuryaningsih
(2017) berasumsi bahwa penanganan ABH di Indonesia, melalui pendekatan restorative justice
telah menjadi rezim kebenaran melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya restorative justice, terjadi pergeseran proyek
normalisasi dan kepatuhan. Dulu dilakukan dalam ruang tahanan/penjara dan sekarang beralih ke
ruang keluarga. Padahal menurut Wuryaningsih (2017), keluarga adalah ruang dengan beragam
masalah. Fokus kajian Wuryaningsih (2017) adalah dengan melihat kuasa politik negara dalam
wacana ABH, kuasa keluarga dalam pendisiplinan ABH, dan konstruksi identitas diri ABH.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1). Dalam relasi dengan negara, ABH cenderung
diposisikan sebagai subjek kekuasaan, melalui pendisiplinan yang terlembaga. Hal ini terlihat dari
banyaknya produk hukum dan kebijakan tentang ABH yang berkiblat pada Konvensi Hak Anak
(KHA). Menurut Wuryaningsih (2017), KHA ini telah mengkategorisasikan anak dengan orang
dewasa. Melalui kategorisasi ini, anak diposisikan sebagai orang yang harus tunduk dan patuh
pada orang dewasa, sehingga menyamarkan deskripsi netral atas anak itu sendiri, karena anak
sebagai seseorang yang masih berkembang dan membutuhkan perawatan. Dengan demikian, hak-
hak anak tetap mengakar pada nilai-nilai paternalisme dan proteksi, daripada partisipasi. 2). Dalam
upaya mewujudkan tujuan positif restorative justice, negara dihadapkan pada persoalan nilai-nilai
dan konsep tentang anak yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat, yang secara umum
memposisikan anak sebagai tergantung, belum tahu apa-apa, memiliki menjaga nama baik
lingkunan, sehingga harus ‘nurut’ kepada orang tua (orang dewasa), anak tidak memiliki hak suara,
dan jika anak dianggap nakal, bandel, dan lainnya, seringkali anak mendapatkan stigma, tekanan

dan kekerasan dari keluarga maupun lingkungannya. 3). Kekuasaan disipliner yang dikembangkan



melalui keluarga, kepolisian, balai pemasyarakatan, pusat rehabilitas, dan bahkan penjara tidak
selalu menghasilkan apa yang disebut dengan “tubuh patuh” yang dapat dibentuk,
ditransformasikan, dan diperbaiki. Kondisi ini disebabkan karena anak bukanlah objek yang pasif,
yang menerima begitu saja lingkungan di luar dirinya. Anak juga merupakan aktor yang aktif dan
memiliki potensi sebagai agen yang mampu melakukan negosiasi bahkan melakukan perlawanan

atas wacana anak dominan.

Sementara itu, studi spesifik lainnya yang melihat kehidupan dan pengalaman pendidikan
ABH dilakukan oleh Donges (2015). Penelitian ini sendiri difokuskan melihat pengalaman
pendidikan yang sebelumnya dialami oleh ABH. Hasil studi Donges (2015) menunjukkan bahwa :
1). ABH sebelumnya merupakan korban “bully” di sekolahnya. Keseharian ABH hidup dengan
“olok-olok” dan sejumlah label yang lama kelamaan membuat ABH sangat tidak nyaman. 2).
Tindakan indispliner yang dilakukan ABH merupakan salah satu bentuk protes terhadap
ketidaknyamanan yang dihadapi ABH akan “bully” dan lingkungan sekolah yang buruk. 3). Rata-
rata nilai akademis ABH memang tidak begitu baik, antara B dan C. 4). ABH memiliki teman yang
terbatas, dan 5). Hubungan ABH dan guru tidak semuanya buruk, beberapa memiliki hubungan
yang baik. Asumsi Donges (2015) bahwa keseharian ABH di sekolah yang juga merupakan korban

cukup relevan dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini salah satunya menekankan tentang pentingnya melakukan studi
dalam perspektif kualitatif pada tema ABH, guna mendapatkan pemahaman dan gambaran rinci
tentang pengalaman hidup ABH. Penekanan oleh Donges (2015) pada pendekatan kualitatif dalam
penelitian ini, sekaligus mengkritisi pendekatan kuantitatif yang memang banyak melihat aspek
sebab akibat dan relasi antar variabel. Melalui deskripsi terhadap pemahaman dan gambaran

menyeluruh tentang pengalaman ABH ini, nantinya akan lebih memudahkan para praktisi ABH



untuk melakukan mediasi dan memberikan solusi praktis terkait penanganan ABH. Donges (2015)
berasumsi bahwa tindak kejahatan yang dilakukan ABH tidak dapat dipungkiri telah menjadi satu
hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi bagian dari pengalaman hidup ABH. Akan tetapi
menurut Donges (2015), dalam suatu situasi dan kondisi tertentu, ABH juga merupakan korban.

Banyak aspek dan situasi dari lingkungan ABH yang berada di luar kendali ABH.

Adapun studi bagaimana pengalaman dan kehidupan ABH selama menjalani masa
penahanan di kepolisian dilakukan oleh Tiara & Billiansya (2017). Penelitian Tiara & Billiansya
(2017), difokuskan pada pelaksanaan diversi di wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta
Raya. Konsep diversi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini telah memuat aspek yang sangat penting
dalam penyelesaian kasus perkara pidana anak, yaitu dengan adanya pendekatan keadilan restoratif
(restorative justice). Pelaksanaan pendekatan ini dilakukan dengan cara diversi. Merujuk pada
Pasal 1, Ayat 7, UU SPPA, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini dimulai dari saat pemeriksaan di
kepolisian. Perdamaian antara korban dan pelaku, wajib diupayakan di luar proses peradilan untuk
menghindarkan perampasan kemerdekaan anak. Dalam hal ini, kepentingan korban tetap harus
diperhatikan, menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, memperhatikan kepatutan,
kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversi mensyaratkan persetujuan korban, pelaku dan keluarga
korban (Wuryaningsih 2017). Bagi ABH, diversi dilakukan agar anak yang berhadapan dan

berkonflik dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya®.

15 Pasal 5 ayat 3 menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pindana Anak wajib diupayakan diversi”. Diversi bertujuan
untuk: 1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan,
3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, 5).
Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Di tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang
menjadi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Upaya ini dilakukan karena ABH dianggap sebagai salah satu kelompok rentan (vurnerable
groups).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang sering dihadapi oleh anak adalah kasus
pencurian. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan penanganan sejumlah ABH yang tidak
sesuai atau menyalahi prosedur, dan juga merugikan ABH, yaitu : 1). Menahan anak yang dalam
masa penyidikan lebih dari 15 hari (over masa penahanan), 2). Masih banyak anak yang tidak
didampingi oleh penasehat hukum, pada berbagai tahanan, 3). Tidak maksimalnya upaya diversi
pada ABH, hanya 14 persen perkara ABH yang dilakukan diversi, sisanya 69 persen tidak
dilakukan diversi, dan 17 persen tidak diberikan keterangan. Penelitian ini juga mencatat sejumlah
pelanggaran HAM terhadap ABH, seperti : 1). Salah tangkap pelaku, 2). Anak dihalang-halangi
bertemu orang tua dan tidak mendapatkan bantuan hukum, 3). Adanya dugaan rekayasa kasus dan
praktek penyiksaan terhadap anak, 4). Digabungnya tahanan dewasa dengan anak-anak, 5). ABH
dikriminalisasi dan diperas oleh pihak kepolisian, 6). Anak mengalami manipulasi data, dan lain-
lain. Penelitian Tiara & Billiansya (2017), berupaya untuk mengkritisi penanganan ABH di
Kepolisian Polda Metropolitan Jakarta Raya. Selain itu, penelitian Tiara & Billiansya (2017),
mengungkapkan sejumlah kesalahan prosedur dan pelanggaran HAM yang dialami ABH.

1.5.4. Studi Tindak Kejahatan dan ABH dalam Perspektif Teori Praktik

Salah satu hasil studi yang menggunakan Teori Praktik dari Bourdieu, dilakukan oleh

Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011). Hanya saja penelitian ini memang tidak berfokus pada tindak

kejahatan ABH, melainkan pada perilaku mengkonsumsi alkohol pada remaja putri, (usia 14-17

Anak. Di lingkup Kejaksaan diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/04/2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Sementara, di Mahkamah Agung diterbitkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak.



tahun, di Indonesia masuk dalam kategori anak). Penelitian ini dilatarbelakangi dengan mengkritisi
pendekatan yang selama ini sering digunakan pada penelitian dengan tema tersebut. Selama ini
pendekatan penelitian hanya difokuskan pada aspek biomedik, yang hasilnya hanya berfokus pada
aspek personal (individual) pelaku, kemudian mengarah pada stigmatisasi. Studi ini kemudian
cenderung mengabaikan konteks sosial dari munculnya perilaku tersebut. Oleh karena itu,
penelitian Lunnay, Ward dan Borlagdan, menggunakan perspektif Teori Praktik dari Bourdieu,
sebagai cara pandang baru dalam melihat fenomena perilaku mengkonsumsi alkohol remaja putri.

Penelitian Lunnay, Ward dan Borlagdan, berupaya memahami konteks nilai-nilai dalam
kehidupan pemudi sebagai subjek penelitian. Kemudian menentukan bagaimana
keinginan/ketertarikan/kepentingan individu berhubungan dengan keinginan/kepentingan
kelompok pertemanan mereka (peer group), juga bagaimana strategi akumulasi modal dilakukan
oleh orang-orang di dalam kelompok tersebut. Selain itu, studi ini juga menelusuri bagaimana
kepentingan-kepentingan ini direfleksikan atau menjadi sumber-sumber kapital. Selanjutnya,
peneliti membangun asumsi dan analisis berdasar pada kepentingan-kepentingan dalam arena dan
strategi-strategi akumulasi kapital yang dimainkan oleh agen di dalam arena.

Hasil penelitian menunjukkan mengkonsumsi minuman berakhohol secara simbolis
menciptakan dan memelihara diferensiasi sosial diantara para pemudi, sebagai sebuah pengakuan,
memasuki sebuah kelompok tertentu. Artinya, perilaku ‘minum’ ini berperan sebagai kapital
simbolik (prestise) tersendiri bagi pelakunya, sekaligus meningkatkan posisi sosial dan
penghargaan dari anggota kelompok. Perilaku ini memiliki keterkaitan dengan ‘pop culture’ dalam
kaitannya dengan jenis minuman yang dikonsumsi. Beberapa merk atau jenis minuman tertentu
tidak mau dikonsumsi oleh pemudi karena kesan negatif dari minuman tersebut yang dianggap

‘murah’ justru tidak memberikan sumbangsih pada kapital simbolik yang ingin dibangun.



Studi lainnya yang juga menggunakan theory of practice dari Bourdieu sebagai alat analisis
adalah studi Moyle & Coomber (2017). Subyek penelitian dalam studi ini memang bukan ABH,
melainkan para pengedar heroin dan kokain dalam arena kejahatan pasar narkoba di Inggris Barat
Daya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan sebagai pengedar narkoba awalnya dirasakan
oleh subyek penelitian sebagai pekerjaan yang berisiko. Namun, seiring berjalannya waktu, hal
tersebut tetap dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari yang dianggap wajar, dan diibaratkan seperti
kebiasaan “minum teh” yang rutin dilakukan. Bagi informan dalam penelitian ini menjadi
pengedar narkoba dianggap sebagai profesi yang normal, tertanam secara alami dan menjadi cara
hidup, tanpa harus memikirkan lebih dalam bagaimana risiko dan stigma orang di luar mereka.
Pengedar narkoba dalam penelitian ini tidak hanya laki-laki, beberapa di antaranya adalah
perempuan, yang lebih memilih menjadi pengedar narkoba daripada mencuri ataupun terjun ke
dunia prostitusi (menjual diri) untuk menghasilkan uang. Hal ini turut dipengaruhi oleh latar
belakang kehidupan para pengedar narkoba yang sebagian besar berasal dari kelas menengah

bawah, mengalami kesulitan ekonomi (kemiskinan) dan juga marjinalisasi.

Selain habitus, konsep lain yang juga diuraikan dalam Teori Praktik Bourdieu adalah
modal. Ketiadaan modal akan berdampak buruk bagi keberlangsungan profesi dan pendapatan
para pengedar narkoba. Modal sosial dan modal budaya adalah jenis modal yang berperan sangat
penting guna melanggengkan posisi subyek penelitian dalam arena pengedar narkoba. Jejaring dan
pengetahuan seluk beluk dunia narkoba sangat penting untuk senantiasa mendapatkan pasokan dan

konsumen, sehingga pekerjaan dapat terus berkesinambungan.

Dari aspek tema dan perspektif teori yang digunakan, studi Macit (2018) memiliki
kesamaan dengan yang dilakukan oleh Moyle & Coomber (2017). Akan tetapi, studi Moyle &

Coomber ini dilakukan di arena pasar narkoba di Inggris Barat Daya, sedangkan studi Macit pada



arena pasar narkoba di Turki. Studi Macit (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan agen sebagai
pengedar narkoba disebabkan karena kesulitan finansial dan keinginan untuk mendapatkan uang
dengan cara yang mudah, sekaligus untuk mendapatkan pengakuan (respect) dari orang lain. Agen
menyadari bahwa latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, pengetahuan dan
keterampilan yang mereka miliki sebelum menjadi pengedar narkoba, tidak akan mampu
menjawab mimpi-mimpi mereka untuk bergaya dan menikmati hidup layaknya masyarakat kelas
menengah atas. Oleh karena itu, jalan pintas untuk mewujudkan sejumlah impian mereka tentang
kehidupan yang layak adalah dengan menjadi pengedar narkoba. Jika kesulitan finansial bisa
diatasi dan mampu menjalani kehidupan yang layak, maka selanjutnya agen akan mendapatkan
pengakuan atau respect sebagai orang yang penting dan dihormati. Aspek ini dapat meningkatkan
gengsi, kekuasaan dan posisi agen menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga aspek ini menjadi
salah satu alasan para pengedar, tetap menjadi pengedar narkoba. Adapun, pintu masuk agen
terlibat sebagai pengedar narkoba sangat dipengaruhi oleh habitus dan sejumlah modal sosial yang
dimiliki, yaitu hubungan kekerabatan, lingkungan, ikatan persahabatan, bahkan juga asal daerah
yang sama. Role model kesuksesan para pengedar senior, di lingkungan terdekat, juga berperan

penting memunculkan wajah-wajah baru di arena pasar narkoba.

Hasil penelitian juga menunjukkan, meskipun menjadi pengedar narkoba merupakan jalan
pintas bagi agen untuk meraih kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, namun tidak demikian
jika mereka kemudian tertangkap dan harus mendekam di penjara. Menjadi ‘pesakitan’ justru
memperparah kondisi hidup mereka. Namun hal ini sedikit berbeda bagi pengedar narkoba yang
berada di level atas dan sudah lama ‘malang melintang’ di arena pasar narkoba. Pengedar narkoba
pada level atas ini, telah memiliki banyak kapital, jika dibandingkan pengedar narkoba “kelas teri”,

sehingga kapital tersebut, dapat digunakan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.



Studi lainnya yang juga menggunakan Teori Praktik dalam kaitannya dengan kejahatan
dilakukan oleh Ilan & Sandberg (2019). Secara spesifik, studi ini mengelaborasi bagaimana para
“gangster” dan aktor-aktor yang dulunya terlibat dengan tindak kejahatan (kriminalitas), kemudian
tergabung dalam kelompok-kelompok jihadis ISIS. Studi-studi terkait ini, biasanya selalu
direlasikan dengan studi dalam bidang limu Politik dan Agama. Namun, studi llan & Sandberg

justru melihat tema ini dalam kaitannya dengan studi kriminalitas/kejahatan.

Studi llan & Sandberg memperlihatkan bahwa sebelum bergabung dalam kelompok jihad,
para jihadis ini memiliki latar belakang kehidupan terpinggirkan, yang sangat akrab dengan dunia
kejahatan (dalam studi ini disebut “budaya jalanan”). Kondisi “budaya jalanan” ini merupakan
habitus keseharian mereka. Studi ini melihat terjadi perubahan aktivitas dan perpindahan arena,
dari yang sebelumnya merupakan aktivitas dan arena “kriminal jalanan” menjadi aktivitas dan
arena yang terkait dengan kejahatan politik dan agama. Karenanya aktivitas “kriminal jalanan”
yang menjadi habitus dan berelasi dengan kapital yang dimiliki para agen ini, kemudian beralih
menjadi aksi-aksi jihad yang juga akrab dengan kekerasan. Habitus kekerasan yang mengemuka
ini, merupakan habitus yang telah ada sebelumnya dalam diri agen, yang saat ini dibalut dengan

pembenaran kognitif agama.

Relasi sosial dan juga pertemanan agen yang lebih dulu masuk ke kelompok jihadis,
kemudian menarik lebih banyak anggota dari para pelaku kriminal lainnya. Studi ini
menyimpulkan bahwa arena kejahatan memiliki andil bagi munculnya radikalisme di Eropa saat
ini. Pada bagian akhir, studi ini turut pula menjelaskan bahwa kecenderungan fenomena ini tidak
hanya terjadi pada konteks penelitian ini saja, namun muncul pula pada fenomena perekrutan
aktivis politik di Paramiliter Irlandia Utara dan sejumlah organisasi politik lainnya yang akrab

dengan kekerasan, dimana para anggotanya sebagian besar merupakan para agen yang aktif di



dunia kejahatan/kriminal. Hanya saja, studi ini memang masih menfokuskan pada para kriminal

yang kemudian menjadi jihadis (from the street to jihad).

Adapun studi spesifik pada ABH di LPKA dilakukan oleh Yuniati & Sutopo (2019), yang
tidak hanya menggunakan perspektif theory of practice saja, melainkan juga sintesa antara teori
praktik (Bourdieu), institusi total (Goffman) dan refleksivitas (Beck). Studi ini difokuskan pada
strategi dan harapan masa depan ABH (anak didik pemasyarakatan/andikpas) yang berada di
LPKA. Menjalani hukuman di LPKA membuat ABH memiliki catatan hitam yang berpotensi
besar menjerat pada stigma negatif oleh masyarakat dan menambah risiko dalam mencari
pekerjaan, termasuk juga ketika terbentur persyaratan birokrasi yang kaku. Hasil studi
menunjukkan meskipun ABH terbelenggu dibalik jeruji, namun mereka masih mempunyai
harapan untuk masa depannya. ABH sudah berencana dan berstrategi mengkonversikan kapital
yang dimiliki untuk mencapai tujuan ideal. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bernegosiasi
dengan risiko stigmatisasi dan mencapai harapannya. Bentuk konversi kapital yang dilakukan
mulai dari penggunaan jejaring pertemanan untuk menemukan sekolah yang sesuai (kapital sosial),
atau menambah wawasan dengan membaca (kapital kultural), bahkan beberapa diantaranya sudah
memiliki proyeksi tentang studi lanjutnya setelah menyelesaikan sekolah menengah atas nanti.
Strategi mengkonversi kapital ini dilakukan sebagai bagian dari kapasitas refleksif ABH. Hal ini
diperlukan untuk mengantisipasi risiko-risiko di masa depan. Sikap dan kapasitas refleksif agen
tidak datang begitu saja melainkan dibentuk oleh lingkungan sosial sekitarnya, dibangun dalam

kurun waktu yang lama serta diturunkan antar generasi.

Studi Yuniati & Sutopo tersebut dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan studi
(France dkk, 2013). Studi France dkk, mengeksplorasi bagaimana sekelompok anak muda yang

terlibat dalam tindak kejahatan melakukan refleksivitas untuk dapat diterima di dunia kerja.



Konsep refleksivitas dalam studi ini juga dikaitkan dengan habitus. Hasil studi menunjukkan
bahwa mendapatkan pekerjaan adalah 'titik balik kritis' bagi kaum muda ini karena pekerjaan tidak
hanya menghasilkan sumber pendapatan tetapi juga menciptakan stabilitas, rasa komitmen, dan
merangkul identitas dan ikatan sosial baru, untuk kemudian menjauh dan tidak lagi terlibat dalam

dunia kejahatan.

Studi ini dilakukan pada remaja berusia 15 sampai 18 tahun, yang semuanya bermasalah
dalam bidang pendidikan. Para pemuda ini menyadari bahwa memiliki 'catatan kriminal' atau
dilihat sebagai 'pelaku kriminal' memiliki konsekuensi signifikan pada kehidupan masa depan
mereka. Selain itu, keterbatasan modal budaya (pendidikan dan keterampilan) sangat
mempengaruhi peluang mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi, apalagi untuk mendapatkan pekerjaan.

Salah seorang pemuda mengatakan bahwa terbatasnya modal pendidikan yang mereka
miliki, menyebabkan jenis pekerjaan yang terbuka untuk mereka hanyalah pekerjaan dengan
keterampilan rendah dan juga dengan upah yang rendah pula. Artinya, keterbatasan modal budaya
turut pula membatasi peluang dan pilihan mereka untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
Padahal para remaja ini memiliki keinginan kuat untuk untuk tidak lagi terlibat dalam kejahatan.
Sadar akan kondisi tersebut, terdapat pula beberapa pemuda yang bersusah payah untuk tetap
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (meningkatkan modal budaya), dengan
harapan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik nantinya. Jadi pandangan refleksivitas
pemuda ini, tidak saja mewakili kelompok yang pesimisme tetapi juga yang tetap berupaya
berjuang dan memupuk harapan optimisme. Hasil studi juga menyiratkan bahwa menjauhi dunia
kejahatan dan masuk ke arus utama untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi sulit dan sangat berat

bagi para pemuda ini.



Serupa dengan studi France dkk, studi Fraser (2015) juga memperlihatkan bahwa latar
belakang dan tempat tinggal para pemuda yang berdomisili di wilayah gangster menjadi catatan
hitam dan penghalang bagi para pemuda ini untuk dapat bekerja di sektor mainstream dengan kelas
sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Fraser (2015) melakukan studi etnografi tentang kehidupan
pemuda dengan Kisaran umur 14 sampai 16 tahun, yang terlibat dalam gang di wilayah perkotaan.
Daerah perkotaan ini berada di salah satu sudut kota di Glasgow, Inggris. Wilayah ini terkenal
dengan maskulinitas dan reputasinya yang keras, di tengah tantangan post-industrialisme. Studi
ini menjadi berbeda, karena selama ini studi dengan tema anak muda dan gang banyak dilakukan
di Amerika, terutama di Chicago. Fraser menunjukkan bahwa kehidupan gang pemuda ini,
seringkali terkait dengan aktivitas kriminal di wilayah tersebut, yang hidup dengan habitus dan
budaya jalanan (street habitus dan street culture). Habitus dan budaya jalanan ini, membawa para
pemuda ini memiliki kapital jalanan, yang berseberangan dengan dunia kerja. Latar belakang dan
tempat tinggal para pemuda yang berdomisili di wilayah gangster ini menjadi label, yang
mengancam para pemuda ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sektor publik. Pada
akhirnya para pemuda ini semakin mengalami ekslusi sosial, dan semakin meminggirkan mereka

dari arena publik.

1.5.5. State Of The Art Penelitian

Penggunaan perspektif Teori Praktik dalam penelitian ini merupakan pembeda mendasar
penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dielaborasi pada bagian tinjauan pustaka. Namun

demikian elaborasi pada bagian sejumlah konsep, studi terkait latar belakang tindak kejahatan, dan



studi tentang kehidupan ABH pada bagian tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memperkaya

konteks dalam penelitian ini.

Adapun secara umum, penggunaan perspektif Bourdieu dalam studi-studi
kejahatan/kriminalitas memang terbilang masih baru (Macit, 2018). Munculnya kecenderungan
penggunaan perspektif Bourdieu dalam studi kejahatan, khususnya terlihat pada studi Sandberg &
Pedersen (2009) dengan menggunakan dan memperkenalkan istilah “street habitus” (Bowden,
2021). Hanya saja, kriminolog dan peneliti di bidang kejahatan masih sangat lamban dalam
menyerap ide-ide Bourdieu di bidang ini (Shammas, 2018). Selain itu, Bourdieu juga tidak banyak
bercerita tentang tema-tema terkait kejahatan/kriminalitas (Shammas & Sandberg, 2016). Karya
dan pemikiran teoritik Bourdieu memang banyak menarik perhatian peneliti lainnya, akan tetapi
belum banyak yang memfokuskan pada tema anak dan masa kanak-kanak (Alanen dkk, 2015).
Oleh karena itu, studi dengan fokus kajian anak, kenakalan remaja dan juga kejahatan, yang
menggunakan perspektif Bourdieu, khususnya lagi pada theory of practice menjadi sangat sedikit.
Karenanya, tidak banyak hasil studi yang dapat dielaborasi terkait hal ini. Sebagian besar studi
juga hanya fokus pada salah satu konsep saja, misalnya hanya menekankan pada habitus saja, atau
pada arena saja. Jadi tidak menggunakan Teori Praktik sebagai satu kesatuan alat analisis.
Sementara, penelitian ini menggunakan Teori Praktik sebagai satu kesatuan, melalui dialektika
konsep habitus, kapital dan arena sebagai tool of analysis dalam melihat tindak kejahatan yang
dilakukan oleh ABH. Hal ini didasari karena tindakan manusia tidak hanya disebabkan oleh

habitus saja, melainkan juga melibatkan kapital dan juga arena.

Secara teoritik, penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang dilakukan oleh studi Yuniati
& Sutopo (2019), Macit (2018), llan & Sandberg (2019), Lunnay Ward, & Borlagdan (2011) dan

juga Moyle & Coomber (2017), yang menggunakan kerangka berfikir Bourdieu yaitu Teori



Praktik. Namun, studi ini memiliki perbedaan dengan studi Yuniati & Sutopo (2019) yaitu dalam
hal fokus kajian. Studi Yuniati & Sutopo difokuskan pada strategi dan harapan masa depan ABH
(anak didik pemasyarakatan/andikpas) yang berada di LPKA, sementara penelitian ini berfokus
pada perilaku tindak kejahatan ABH yang dibaca dalam kerangka berfikir Teori Praktik. Fokus
kajian ini memiliki kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Macit (2018), Lunnay Ward, &
Borlagdan (2011), llan & Sandberg (2019) dan juga Moyle & Coomber (2017). Hanya saja aspek
yang membedakan penelitian ini dengan ketiga studi tersebut adalah pada : 1). Variasi kasus tindak
kejahatan dan 2). Analisis terkait kekerasan simbolik dan 3). Subjek penelitian pada ABH laki-

laki yang sedang menjalani hukuman penjara.

Studi Ilan & Sandberg (2019) mengelaborasi bagaimana para “gangster” dan aktor-aktor
yang dulunya terlibat dengan tindak kejahatan, kemudian bergabung dalam kelompok-kelompok
jihadis ISIS, sedangkan penelitian Lunnay, Ward, & Borlagdan (2011) menelaah perilaku
mengkonsumsi minuman keras pada remaja putri, sedangkan penelitian Macit (2018) dan Moyle
& Coomber (2017) mengkaji perilaku para pengedar narkoba baik laki-laki maupun perempuan
dewasa. Sementara studi ini mengeksplorasi tindak kejahatan yang beragam dengan menjadikan
ABH laki-laki sebagai subjek penelitian. Masing-masing ABH memiliki keunikan dengan
kompleksitasnya sendiri-sendiri, seperti latar belakang asal daerah, lingkungan sosial budaya,
tindak kejahatan yang dilakukan, termasuk juga peergroup. Oleh karena itu, pemaparan masing-
masing kasus ABH, dilakukan guna mendapatkan deskripsi, variasi dan juga kompleksitas yang
heterogen pada ABH. Selain itu, studi-studi terdahulu tersebut, menggunakan Teori Praktik dalam
menganalisis fenomena kejahatan dengan memfokuskan pada tindak kejahatan yang dilakukan
oleh orang dewasa dan juga pemuda melalui penggunaan perspektif youth studies, sedangkan

penelitian ini menggunakan perspektif childhood studies.



Sementara itu, penelitian terkait kehidupan dan kasus ABH, juga seringkali memunculkan
gambaran ABH yang mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar hasil studi hanya menekankan
pada deskripsi terkait kekerasan fisik saja. Belum ada studi yang ikut menggambarkan bagaimana
kekerasan simbolik dialami oleh ABH. Artinya, deskripsi terkait kekerasan simbolik tidak terlihat
dalam studi yang sama-sama menggunakan kerangka Teori Praktik. Sementara studi ini juga
mengkaitkan praktik tindak kejahatan yang dilakukan ABH, sekaligus juga mengelaborasi
kekerasan simbolik yang dialami ABH, mengingat ABH sendiri merupakan subjek yang berada

dalam posisi subordinat.

Melalui penggunaan Teori Praktik dan konsep kekerasan simbolik sebagai alat analisis,
penelitian ini melengkapi dan turut memperkaya studi-studi tentang kejahatan dan perilaku
menyimpang, yang sebelumnya dilakukan. Penelitian ini mengisi ruang kosong dalam studi-studi
anak dan kejahatan, di mana penelitian ini difokuskan pada analisis terkait tindak kejahatan dan

kekerasan simbolik pada ABH.

1.6. Sistematika Kerangka Penulisan

Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas 7 (tujuh) BAB, mulai dari Pendahuluan
hingga Penutup. Bagian Pendahuluan dituangkan ke dalam BAB I, yang terdiri dari Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kontribusi Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian,
Tinjauan Pustaka, serta penjelasan terkait Sistematika Kerangka Penulisan.

Selanjutnya adalah BAB 11 yang merupakan Kerangka Teoritik yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu Teori Konstuksionis dalam Childhood Studies dan Teori Praktik (Elaborasi

habitus, kapital dan arena), serta konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu.



Bagaimana penelitian ini dilakukan termasuk juga aspek teknis terkait pelaksanaan
penelitian dituangkan ke dalam BAB Ill. Bagian ini menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan
Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis
Data dan Triangulasi Data.

Temuan dan analisis dalam penelitian ini diuraikan dalam BAB IV Anak dan Kejahatan
di Sumsel, BAB V Latar Belakang Kehidupan ABH dan BAB VI Menjadi Kriminal (Praktik
Tindak Kejahatan ABH). Sementara itu, bagian akhir dalam penelitian ini adalah BAB VII berupa
Penutup yang berisi kesimpulan penelitian, refleksi teoritik terkait kerangka teori yang digunakan,
rekomendasi dan limitasi penelitian. Pada bagian akhir, setelah Penutup, terdapat Daftar Pustaka,

dan juga Lampiran.
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